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Pendapatan Asli Daerah – Distaru Makassar Usul Penyesuaian Target Retribusi di APBD 

Perubahan 2024 

 

 

Sumber gambar: 

https://thistime.id/2024/07/28/distaru-makassar-usul-penyesuaian-target-retribusi-di-apbd-perubahan-
2024/ 

Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mengusulkan penurunan target retribusi pada 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) 2024. Diketahui target 

retribusi Dinas  Penataan Ruang pada APBD Pokok sebesar Rp180 miliar. Target tersebut dinilai 

sangat tinggi, sehingga diharapkan targetnya bisa diturunkan di APBD Perubahan. Kepala Dinas 

Penataan Ruang Kota Makassar, Fahyuddin mengatakan, usulan penyesuaian retribusi di APBD 

Perubahan menjadi Rp25 miliar. Penurunan target retribusi yang bersumber dari Persetujuan 

Banguna Gedung (PBB) tersebut bukan tanpa alasan. 

Fahyuddin mengakui, dari tahun ke tahun target retribusi selalu mengalami peningkatan, 

misalnya Rp75 miliar d 2021, Rp100 miliar di Rp2022, dan Rp135 miliar di 2023, dan Rp180 

miliar di 2024. Sementara realisasi yang didapatkan setiap tahunnya hanya diangka Rp25 hingga 

Rp30 miliar. “Kita tidak mungkin meminta masyarakat untuk membangun demi mengejar target 
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itu, kita tidak tahu kapan masyarakat mau bangun rumah atau bangunan-bangunan lainnya,” ucap 

Fahyuddin kepada Tribun Timur belum lama ini. Disisi lain, peralihan ijin mendirikan bangunan 

(IMB) menjadi PBG juga menjadi salah satu kendala untuk mencapai target retribusi yang tinggi. 

Menurut Fahyuddin PBG merupakan arahan dari pusat. Pengurusan dokumen lebih detail lagi. 

Jika semua dokumen pengurusan lengkap, maka PBG bisa keluar dalam waktu 26 hari. 

“Tapi yang menjadi persoalan, banyak masyarakat yang tidak paham mekanisme 

pengurusan PBG. Apalagi semua dilakukan secara online atau digital. Sistem sudah merupakan 

arahan dari pusat,” kata Fahyuddin. Untuk memfasilitasi masyarakat yang masih belum paham 

soal pengurusan PBG, Dinas Penataan Ruang Makassar membentuk posko di kantornya yang bisa 

digunakan untuk konsultasi. “Jadi kami siapkan satu ruangan, bagi masyarakat yang ingin 

mengurus PBG-nya, bisa datang ke kantor kami nanti ada petugas yang membantu,” kata 

Fahyuddin. 

Pada sumber lain disebutkan, Bank Sulselbar terus memperkuat komitmennya dalam 

mendukung program digitalisasi, kali ini dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah 

Kecamatan Makassar melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerja 

sama ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran retribusi sampah melalui 

aplikasi QRIS, yang diresmikan pada Kamis (04/07) di Aula Kantor Camat Makassar.  

Penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh Camat Makassar Husni Mubarak, 

didampingi Sekretaris Camat Muh Aril Syahbani, serta Kepala Pimpinan Cabang (Pincab) Bank 

Sulselbar, Suprianto. Kerja sama ini menandai langkah penting dalam menciptakan sistem 

pembayaran yang lebih tertata dan transparan melalui pencatatan digital. “Kami merasa bangga 

dapat menjadi kecamatan pertama di Makassar yang menandatangani MoU terkait pembayaran 

retribusi sampah menggunakan QRIS dengan Bank Sulselbar,” ujar Husni Mubarak. “Ini adalah 

upaya untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat dalam melakukan 

pembayaran,” lanjutnya. 

Salah satu poin kesepakatan dalam MoU tersebut adalah pemberian ID card khusus kepada 

para kolektor retribusi, yang dilengkapi dengan kode QRIS di bagian belakang. Hal ini diharapkan 

akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sampah secara non-tunai, 
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sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan transaksi. Pimpinan Cabang Bank 

Sulselbar, Suprianto, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh inisiatif digitalisasi ini. 

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan layanan 

publik di Makassar, terutama dalam hal pengelolaan retribusi sampah,” ungkapnya.  

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan proses pembayaran retribusi sampah menjadi 

lebih mudah, aman, dan transparan, sekaligus mendukung upaya digitalisasi pelayanan publik 

yang lebih luas di Makassar. 

Sumber Berita : 

1. https://thistime.id/2024/07/28/distaru-makassar-usul-penyesuaian-target-retribusi-di-apbd-

perubahan-2024/, 28 Juli 2024 

2. https://www.kabarmakassar.com/news/bank-sulselbar-dan-kecamatan-makassar-jalin-kerja-

sama-digitalisasi-pembayaran-retribusi-sampah, 4 Juli 2024 

 

Catatan : 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah: 

Pasal 1 Angka 21: 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Pasal 1 Angka 22: 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pasal 1 Angka 23: 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

Pasal 1 Angka 24: 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, melipgti pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

https://thistime.id/2024/07/28/distaru-makassar-usul-penyesuaian-target-retribusi-di-apbd-perubahan-2024/
https://thistime.id/2024/07/28/distaru-makassar-usul-penyesuaian-target-retribusi-di-apbd-perubahan-2024/
https://www.kabarmakassar.com/news/bank-sulselbar-dan-kecamatan-makassar-jalin-kerja-sama-digitalisasi-pembayaran-retribusi-sampah
https://www.kabarmakassar.com/news/bank-sulselbar-dan-kecamatan-makassar-jalin-kerja-sama-digitalisasi-pembayaran-retribusi-sampah
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Pasal 1 Angka 25: 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

barang, jasa, dan/ atau perizinan. 

Pasal 1 Angka 26: 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 

Pasal 4: 

Ayat (1): Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; C. PAB; 

d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB 

Ayat (2): Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; 

c. PBJT; SK No 104030A d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak $arang Burung 

Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. 

Pasal 5: 

Ayat (1): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf e serta Pasal 4 ayat (21 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.  

Ayat (2): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g 

serta Pasal 4 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.  

Ayat (3): Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak 

terutang.  

Ayat (4): Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah  

Ayat(5): Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 

diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6: 

Ayat (1): Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 
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Ayat (2): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (21 dapat tidak 

dipungut, dalam hal: a. potensinya kurang memadai; dan/atau b. Pemerintah Daerah menetapkan 

kebijakan untuk tidak memungut.  

Ayat (3): Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 

Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

Pasal 87: 

Ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas: 

 a. Retribusi Jasa Umum; 

 b. Retribusi Jasa Usaha; dan 

 c. Retribusi Pedzinan Tertentu. 

Ayat (2): Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin 

tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. 

Ayat (3): Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.  

Ayat (4): Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang 

digunakan/dinikmati. 

Pasal 88: 

Ayat (1): Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. 

pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas. 

Ayat (2): Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi 

apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.  

Ayat (3): Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa 

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyediaan tempat 

kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan 

tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 

lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. 

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. 

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. j. penjualan 

hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah 
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dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Ayat (4): Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; 

b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat. 

Ayat (5): Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.  

Ayat (6): Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan 

tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.  

Ayat (7): Retribusi pengelolaan pertambangan ralgiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin 

pertambangan ralqrat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan 

Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.  

Ayat (8): Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

Ayat (9): Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

antara lain: a. Objek Retribusi; b. Subjek dan Wajib Retribusi; c. Prinsip dan sasaran penetapan 

tarif Retribusi; dan d. Tata cara penghitungan Retribusi. 

Pasal 95:  

Ayat (1): Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata 

cara pemungutan Pajak dan Retribusi.  

Ayat (2): Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran 

Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, 

pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; 

h. keberatan; i. j. gugatan; penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan k. 

pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.  

Ayat (3): Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 96: 

Ayat (1): Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 
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Ayat (2): Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 

Pasal 97: 

Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan kebijakan liskal nasiona-l dan untuk mendukung kebijakan 

kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang 

berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah 

sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak 

dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Ayat (2): Kebijakan fiska1 nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan 

tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan b. pengawasan dan evaluasi 

terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan 

kemudahan dalam berusaha. 

Ayat (3): Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4. 

Ayat (4): Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87. 

Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 98: 

Ayat (1): Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.  

Ayat (2): Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama 

oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak tanggal persetujuan.  

Ayat (3): Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh 

gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.  

Ayat (4): Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan 

kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan 

Menteri paling. lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. 
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Ayat (5): Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian 

rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan 

perundang-undangan lain yang lebih tinggi.  

Ayat (6): Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang Undang ini, 

kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.  

Ayat (7): Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam 

melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan 

Menteri.  

Ayat (8): Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan 

evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.  

Ayat (9): Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) dapat berupa persetujuan atau penolakan.  

Ayat (10): Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda 

provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam 

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud 

dengan tembusan kepada Menteri.  

Ayat (11): Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan 

dengan disertai a-lasan penolakan.  

Ayat (12): Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan. 

Ayat (13): Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan 

DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri untuk rancangan Perda 

provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Perda kabupaten/kota.  

Ayat (14): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan 

Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 99: 

Ayat (1): Perda yang telah ditetapkan oleh gubemur/bupati/wa1i kota disampaikan kepada menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.  
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Ayat (2): Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri 

melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku 

untuk mengu,ji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.  

Ayat (3): Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas 

Perda dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.  

Ayat (4): Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Ayat (5): Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali 

kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.  

Ayat (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan 

perubahan atas Perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam 

negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.  

Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan 

pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 100: 

Ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 

oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.  

Ayat (2): Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 101: 

Ayat (1): Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 

Ayat (2): Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, 

dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 

Ayat (3): Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan 

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan 

pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi 
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tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab 

lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung 

dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan 

Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.  

Ayat (4): Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan ,kepada 

DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal 

tersebut.  

Ayat (5): Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan 

Perkada.  

Ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 102:  

Ayat (1): Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit: a. kebijakan 

makroekonomi Daerah; dan b. potensi Pajak dan Retribusi. 

Ayat (2): Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 

struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, 

indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan 

daya saing Daerah. (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang 

mendasari penyusunan APBN. 

Pasal 104: 

Ayat (1): Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu.  

Ayat (2): Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.  

Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 


